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PERKARA NOMOR 12/PUU-XXI/2023 

Tentang  

Persyaratan Bagi Mantan Terpidana Dalam Mencalonkan Diri Sebagai Calon 
Anggota Dewan Perwakilan Daerah  

 
Pemohon : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang 

diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua Pengurus 
Yayasan Perludem, dan Irmalidarti sebagai Bendahara 
Pengurus Yayasan Perludem 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Pokok Perkara : Pasal 182 huruf g UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) 
dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

Amar Putusan : Dalam Provisi: 

Menolak permohonan provisi Pemohon. 

Dalam Pokok Permohonan: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 

2. Menyatakan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat 
sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: 

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat 
menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: 

… 

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap 
terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan 
tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang 
dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya 
karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang 
berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi 
mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) 
tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana 
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
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mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau 
terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya 
sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku 
kejahatan yang berulang-ulang; 

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 

Tanggal Putusan : Selasa, 28 Februari 2023. 

Ikhtisar Putusan :  

Pemohon adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang 
merupakan Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam 
hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua dan Irmalidarti selaku Bendahara 
Perludem. Menurut Pemohon Pasal 182 huruf g UU 7/2017 telah secara tidak langsung 
memberikan kerugian kepada usaha dan upaya Pemohon selama ini untuk mewujudkan 
syarat yang ketat kepada setiap mantan terpidana yang akan mengikuti proses Pemilu calon 
anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan lembaga perwakilan yang juga 
dipilih melalui Pemilu. Ketentuan a quo membuat praktik pemilihan anggota DPD tidak jujur 
dan tidak adil, sehingga merugikan Pemohon karena sudah tidak relevan dengan tujuan 
pendirian organisasi Pemohon dan membuat aktivitas yang sudah dilakukan Pemohon untuk 
mencapai tujuan organisasi menjadi sia-sia.  

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon 
adalah pengujian Undang-Undang in casu Pasal 182 huruf g UU 7/2017 terhadap UUD 1945  
maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 

Kedudukan hukum Pemohon sebagai badan hukum privat telah berdasarkan pada Akta 
Yayasan Perludem Tahun 2011 dan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem 
Tahun 2020, dalam hal ini diwakili oleh Ketua dan Bendahara.  Mengenai kerugian 
konstitusionalnya, Pemohon telah dapat menjelaskan secara spesifik hak-hak 
konstitusionalnya yang menurut Pemohon dirugikan atau setidak-tidaknya potensial dirugikan 
oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Anggapan kerugian 
yang dimaksudkan timbul karena adanya kausalitas (causal verband) antara norma yang 
dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh Pemohon dengan hak-hak 
konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga apabila permohonan 
dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti 
atau tidaknya inkonstitusionalitas norma UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah 
berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 

Berkaitan dengan permohonan provisi yang meminta untuk menjadikan permohonan       
a quo sebagai prioritas dalam pemeriksaan, terlepas ada atau tidaknya permohonan provisi 
dari Pemohon Mahkamah telah dengan sendirinya menjatuhkan terhadap permohonan a quo 
dalam waktu yang cepat tanpa harus mendengarkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 54 UU MK. Terlebih, menurut Mahkamah permohonan a quo mempunyai urgensi 
untuk segera diputus. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon tidak relevan untuk 
dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum. 

Selanjutnya berkenaan dengan permohonan Pemohon telah ternyata permohonan 
Pemohon substansinya berkenaan dengan persyaratan bagi mantan terpidana yang akan 
menjadi peserta Pemilu. Sehingga, masalah konstitusional yang harus dijawab Mahkamah 
dalam perkara a quo adalah apakah syarat kumulatif bagi mantan terpidana yang akan 
menjadi peserta Pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-
XVII/2019 bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 bagi mantan terpidana yang hendak 
mengajukan diri sebagai calon anggota DPR dan DPRD, harus pula diselaraskan bagi calon 
anggota DPD yang berstatus sebagai mantan terpidana karena sama-sama merupakan 
jabatan yang dipilih melalui Pemilu. Selain itu, apakah perlu menambahkan syarat tidak 
dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga syarat masa jeda lima tahun dihitung setelah 
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selesainya seluruh pidana termasuk pidana tambahan, kecuali jika pidana tambahan tersebut 
dijatuhkan seumur hidup. Terhadap dalil Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan 
sebagai berikut: 

1. Bahwa dengan telah diselaraskannya antara norma persyaratan calon bagi mantan 
terpidana yang akan mengajukan diri sebagai kepala daerah dan calon anggota DPR dan 
DPRD telah memberikan kepastian hukum dan sekaligus telah mengembalikan makna 
esensial dari pemilihan calon Gubernur, Bupati, dan Walikota serta calon anggota DPR, 
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki 
kualitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik dan pada saat yang sama tidak 
menghilangkan hak politik warga negara yang pernah menjadi terpidana untuk tetap turut 
berpartisipasi di dalam pemerintahan. Namun demikian, belum semua jabatan publik yang 
dipilih dalam pemilihan memiliki pemaknaan yang sama. Ketidaksamaan pemaknaan 
dimaksud antara lain dapat dibaca dari persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD; 

2. Bahwa berkenaan dengan salah satu syarat untuk mernjadi calon anggota DPD, yaitu 
sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017, sebagaimana yang 
dimohonkan pengujian oleh Pemohon pada pokoknya mengatur tentang syarat mantan 
terpidana yang akan menjadi calon anggota DPD. Apabila dibaca secara saksama, norma-
norma yang telah diberikan pemaknaan di atas esensinya mengatur hal yang sama dengan 
norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017, yaitu berkenaan dengan jabatan publik yang dipilih 
dalam pemilihan. Oleh karena itu, dengan belum diberikan pemaknaan untuk Pasal 182 
huruf g UU 7/2017 terbuka kemungkinan bagi calon anggota DPD dengan status mantan 
terpidana dapat langsung mencalonkan diri tanpa terlebih dahulu memenuhi pemaknaan 
sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-
XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022. Oleh karenanya, 
substansi norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 belum sejalan dengan semangat yang ada 
dalam kedua putusan tersebut. Padahal kepala daerah, anggota DPR dan DPRD serta 
anggota DPD, merupakan jabatan publik yang dipilih dalam pemilihan (elected officials). 
Dengan adanya pembedaan yang demikian berakibat terjadinya inkonsistensi dan 
disharmoni dalam pemberlakuan norma-norma tersebut terhadap subjek hukum yang 
sesungguhnya mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama dipilih dalam pemilihan. 
Oleh karena itu, pembedaan atas syarat untuk menjadi calon anggota DPD bagi mantan 
terpidana, dapat berakibat terlanggarnya hak konstitusional warga negara sebagaimana 
diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 

3. Bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang juga menghendaki adanya 
pemaknaan tambahan, yaitu “tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih 
oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, menurut 
Mahkamah, pada satu sisi, pemaknaan tambahan demikian akan mengakibatkan 
perbedaan persyaratan antara calon kepala daerah, anggota DPR dan anggota DPRD 
dengan persyaratan calon anggota DPD. Hal demikian dapat menciptakan 
ketidakselarasan dan ketidakharmonisan norma syarat pencalonan bagi semua jabatan 
yang dipilih dalam pemilihan. Sementara di sisi lain, pemaknaan tambahan tersebut 
potensial menciptakan ketidakpastian hukum. Karena, pidana tambahan merupakan jenis 
pidana yang bersifat fakultatif yang dapat dijatuhkan hakim untuk kasus konkret yang 
ditangani oleh lingkup peradilan di luar Mahkamah. Terlebih lagi, dalam penjatuhan pidana 
tambahan yang bersifat sementara tidak mudah menemukan ukuran waktu antara 
pemberlakuan pidana tambahan dengan tenggang waktu masa tunggu (jeda) bagi mantan 
terpidana untuk mengajukan diri sebagai calon peserta Pemilu, sehingga menyulitkan 
dalam penerapannya. Sementara itu, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan 
hak politik secara permanen atau seumur hidup adalah di luar konteks mantan terpidana 
sebagaimana dimaksud dalam putusan-putusan di atas. Dengan demikian, agar tercipta 
perlakuan yang sama bagi semua calon yang akan ikut kontestasi jabatan-jabatan publik 
yang dipilih melalui pemilihan (elected officials), hingga saat ini Mahkamah tetap dengan 
pendirian sebelumnya dan belum terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk 
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menambahkan dalam syarat kumulatif berupa pidana tambahan sebagaimana dimohonkan 
Pemohon. 

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menilai telah 
ternyata ketentuan norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 yang mengatur persyaratan mantan 
terpidana yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPD telah terbukti terdapat persoalan 
konstitusionalitas norma sebagaimana didalilkan Pemohon, namun  oleh karena pemaknaan 
yang dimohonkan oleh Pemohon tidak sebagaimana pemaknaan yang dilakukan oleh 
Mahkamah, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian 

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya 
sebagai berikut: 

Dalam Provisi: 

Menolak permohonan provisi Pemohon. 

Dalam Pokok Permohonan: 

4. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 

5. Menyatakan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara 
bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: 

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu 
setelah memenuhi persyaratan: 

… 

h. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang 
melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu 
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena 
pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang 
berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun 
setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka 
mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan 
(iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; 

6. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya; 

7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

 

 

 

 


